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Abstract 
Money is usability standard contained in the goods and labor. Money can be 
classified into two types, namely coins and paper money. Coin money is made of 
minerals such as gold, silver, copper, tin and nickel. Paper money is money which 
is made of paper, as a replacement of gold or silver or made of a mixture of gold 
or silver or a mixture of both is secured wholly or partly by gold and silver. Paper 
money as a kind of currency that existed at this time has dominated the economy 
and replaced the gold and silver as a means of exchange. By the money, the actors 
of economic can conduct transactions anytime, anywhere, and with anyone easily 
and efficiently. This will certainly lead to the rapid development of the real sector, 
because it is considered an asset that can be used as a means of exchange and 
received by the general public, the Al-Nabhani charity requires it.  
In the excavation of law relating to zakat of paper money, al-Nabhani used the 
literal approach and used the method of qiyas. The lawyer-as the basis of qiyas are 
passages that describe the zakat of gold and silver as well as the Hadith that 
shows about currency and valuables, such as word riqqah, wariq, dinars and 
dirhams, hadith about diyat, and prohibition ihtikar. The essence of Allah forbade 
the hoarding of gold and silver, and ordered to remove the charity from both. The 
money is legal equated with gold and silver because there are 'illat that on the day 
of the gold and silver that paragraph applies as currency, in addition to his 
position as a mineral that has essential value. 'Illat is justifiable because history 
proves that gold and silver are the currency used to trade through out the life of 
the Prophet and the caliphs afterwards. 
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Pendahuluan 
Pada mulanya kewajiban zakat uang hanya berlaku pada emas dan perak 
(metalic money), baik itu melalui proses pencetakan maupun tidak. Ketika ada 
uang kertas (token money) yang dikeluarkan bank sentral dalam suatu 
pemerintahan dengan suatu jaminan dari perkara yang digunakan manusia untuk 
melakukan muamalah baik dalam jual beli maupun perkreditan, maka uang kertas 
menggantikan fungsi emas dan perak dalam muamalah.
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 Ketika uang ketas 
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berfungsi sebagai alat tukar (medium of change), alat penyimpan nilai (storage of 
value), satuan hitung (unit of account), dan alat penunda pembayaran (standard of 
deferred payment),
 86
 maka menurut Taqiyyudin Al-Nabhani (1909-1977 M.), 
Yusuf al-Qordhawi (1926 M.) dan Wahbah Zuhaily (1932 M.) uang kertas 
dikenakan sanksi atas zakat sebagaimana emas dan perak. 
Para ulama salaf seperti al-Ghozali (1058-1124 M.), Ibnu Taimiyyah 
(1263-1328 M.) dan Ibnu Khaldum (1332-1406 M.) sebenarnya telah mengkaji 
masalah uang, tetapi hanya dari aspek fungsinya dalam muamalah yang 
pengeluaran uang tersebut diatur oleh pemerintah dengan undang-undang.
87
 
Dengan pendapat inilah, kemudian Taqiyyudin Al-Nabhani (1909-1977 M.) 
mendiskripsikan uang kertas secara lebih terperinci dan sistematis. Menurut Al-
Nabhani uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. 
Adapun emas dan perak hanya dijadikan standar nilai. Dan di dalam uang kertas 
ini berlaku hukum zakat sesuai dengan kandungan kadar emas dan perak yang 
tersimpan.
88
 Hal ini berdasarkan Hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: 
 ِةَماَيِقْلا ُمْو َي َناَك اَذِإ َّلاِإ اَه َّقَح اَه ْ نِم ى ِّدَؤ ُي َلا ٍة َّضِف َلاَو ٍبَىَذ ِبِحاَص ْنِم اَم
 ُص ُوُنيِبَجَو ُوُبْنَج َاِبِ ىَوْكُي َف َمَّنَهَج ِرَان ِفى اَه ْ يَلَع َى ِْحُْأَف ٍرَان ْنِم َحِئاَفَص ُوَل ْتَح ِّف
 ُُهرْهَظَو     89 
Artinya: “Tidak ada seorang yang memiliki emas dan perak yang dia tidak 
mengeluarkan zakatnya kecuali harta tersebut akan dipanaşkan dalam 
neraka Jahannam kemudian disetrikakan dilambungnya, keningnya dan 
punggungnya”. (H.R. Muslim) 
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Lafaẓ  żahab dan fiḍḍah pada Hadis ini merupakan bentuk isim jāmid, 
yang tidak bisa dicari-cari „illatnya. Dalil yang menetapkan zakat atas emas dan 
perak ini menggambarkan seakan-akan (emas dan perak) seperti mata uang yang 
beredar di tengah-tengah masyarakat, sebagai alat pembayaran terhadap barang 
maupun jasa. Kemudian dari dalil ini bisa diketahui „illat-nya, yaitu mata uang.90 
Dari sini pula bisa dianalogikan kebolehan mata uang kertas yang ditetapkan 
nilainya berdasarkan undang-undang.
91
 Atas dasar ini, bisa diterapkan hukum 
zakat terhadap mata uang kertas baik yang nilainya disetarakan dengan nilai emas 
atau perak yang ada di pasar atau tidak disetarakan dengannya. 
Dari deskripsi di atas, pokok permasalahannya adalah ketika negara 
mempunyai uang kertas yang mengandung kadar emas dan perak atau tidak, 
menurut Taqiyyudin Al-Nabhani harus dikeluarkan zakat. Hal ini berdasarkan 
Hadis riwayat Abu Hurairah tentang zakat emas dan perak. Akan tetapi dalīl 
Hadis yang menetapkan zakat emas dan perak (żahab dan fiḍḍah) tersebut 
berbentuk isim jinis, maksudnya tertuju pada zat emas dan perak. Dan lafaẓ ini 
juga berupa isim jāmid, yaitu lafaẓ yang tidak bisa dicari-cari „illat-nya, serta 
tidak dapat dianalogikan. Padahal semestinya ketika menganalogikan uang kertas 
dengan suatu dalīl harus yang bisa dicari „illat-nya.                                     
Ketertarikan penyusun untuk meneliti istinbāţ al-ahkām dan nilai-nilai 
serta sasaran syara‟ yang tersirat dalam konsep zakat uang kertas Taqiyyudin Al-
Nabhani (1909-1977 M.) karena ia adalah ekonom yang gigih mengusung konsep 
keseimbangan ekonomi dalam Islam dan ideolog Hizbu Tahrir yang produktif 
menulis konsep pemerintahan, politik ekonomi, dan sosial budaya yang akan 
diterapkan pada negara khīlafah yang diperjuangkan, fatwanya akan sangat 
berpengaruh dalam berlangsungnya pemerintahan dunia.
92
 Beranjak dari latar 
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belakang masalah tersebut, pemasalahan yang menjadi fokus kajian adalah 
metode apakah yang digunakan Taqiyyudin Al-Nabhani dalam beristinbāţ tentang 
zakat uang kertas? Bagaimana validitas istinbāţ hukumnya? Apa relevansi 
pendapatnya terhadap kegiatan ekonomi sekarang? 
 
Biografi dan Karya-Karya Taqiyyudin Al-Nabhani  
Taqiyyuddin Al-Nabhani bernama lengkap Muhammad Taqiyyudin bin 
Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf Al-Nabhani. Nama Al-Nabhani 
dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, kabilah Arab penghuni padang sahara 
di Palestina. Beliau dilahirkan di daerah Ajzam pada tahun 1909 M., wafat pada 
tahun 1977 M. dan dimakamkan di Pemakaman al-Auza‟i, Beirut.93 Semenjak 
kecil, ia mendapat didikan agama di rumahnya dalam tradisi ahl al-sunah dari 
ayahnya sendiri. Ayahnya adalah seorang yang alim, pengajar ilmu-ilmu syari‟ah 
di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang 
ilmu syari‟ah, yang diperolehnya dari Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf Al-
Nabhani,
94
 ayahnya sendiri.
95
 Pertumbuhan Taqiyuddin Al-Nabhani dalam 
suasana religius yang kental, sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian dan 
pandangan keagamaannya. Dalam usia di bawah 13 tahun, Ia telah hafal al-Qur'an 
seluruhnya (30 juz). Di samping itu, karena pengaruh kakeknya, Yusuf Al-
Nabhani, ia mulai mengetahui persoalan-persoalan politik yang penting dimana 
kakeknya terlibat langsung dalam dunia politik, karena mempunyai relasi yang 
erat dengan para petinggi Daulah Utsmaniyah saat itu.
96
 
Memasuki usia remaja, Al-Nabhani mulai aktif mengikuti diskusi-diskusi 
fiqih dalam majelis yang diselenggarakan oleh kakeknya. Kecerdasan Al-Nabhani 
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yang nampak saat mengikuti diskusi-diskusi ilmiah telah menarik perhatian 
kakeknya, kemudian memberikan perhatian yang serius. Akhirnya ayahnya 
mengirim Al-Nabhani ke al-Azhar untuk melanjutkan studinya dalam ilmu 
syari‟ah.97 Jenjang pendidikan yang ditempuh Al-Nabhani dimulai dari Sekolah 
Dasar (Niḍamiyyah) di kampungnya, Ajzam. Tsanawiyahnya dilanjutkan di Akka 
dan sebelum selesai ia berangkat ke Kairo, masuk ke al-Azhar al-Syarif pada 
tahun 1928. Pada tahun itu juga, Al-Nabhani menyelesaikan pendidikannya 
dengan prestasi mengagumkan. Selanjutnya, ia meneruskan ke Fakultas Dār al-
Ulum, yang ketika itu masih menginduk ke al-Azhar. Al-Nabhani lulus dari 
Fakultas Dār al-Ulum tahun 1932, dan pada saat itu juga ia menyelesaikan 
studinya di al-Azhar versi lama.
 98
  
Setelah studinya selesai, Al-Nabhani pulang ke Palestina dan bekerja di 
Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu 
syari‟ah di Sekolah Tsanawiyah Nidhamiyah Haifa tahun 1932-1938, di samping 
mengajar di Madrasah Islamiyah di kota yang sama. Pada tahun 1940, di Haifa, ia 
diangkat sebagai pembantu qadli (musyawir) hingga tahun 1945. Tahun 1948, ia 
diangkat sebagai qadli di Mahkamah Ramlah, dan pada tahun itu juga, 1948, Al-
Nabhani meninggalkan Ramlah menuju Syam, akibat jatuhnya negara Palestina ke 
tangan Yahudi. Tidak lama kemudian pada tahun 1948, atas tawaran sahabatnya, 
Anwar al-Khatib, ia kembali ke Palestina dan menjabat qadli di Mahkamah 
Syar‟iyah al-Quds. Selanjutnya, pada tahun 1951-1953, Taqiyuddin Al-Nabhani 
mengajar di Fakultas Ilmu Keislaman, Amman Yordania.
99
 Aktivitas politik Al-
Nabhani sudah diawali sejak masih muda, karena pengaruh kakeknya, Yusuf Al-
Nabhani. Pengalaman itulah yang kemudian menghantarkannya mendirikan partai 
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politik dengan asas Islam, Partai Hizb al-Tahrir
100
 di Quds pada tahun 1953 yang 
ia pimpin sampai akhir hayatnya yaitu pada tanggal 20 Juni 1977 M.
101
  
Di samping sebagai seorang aktivis politik, Al-Nabhani juga seorang 
penulis yang produktif yang banyak meninggalkan karya-karya penting. Diantara 
kitab-kitab yang paling terkenal yang memuat pemikirannya antara lain al-Niẓam 
al-Islam, Mafāhim Hizb al-Tahrir, al- Niẓam al-Iqtişadi fī al-Islam, al- Niẓam 
Ijtima‟ fī al-Islam, Niẓam al-Hukm fī al-Islam, al-Dustur, Muqadimah Dustur, al-
Daulah al-Islamiyyah, al-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Mafāhim Siyasah li Hizb al-
Tahrir, Nadharat Siyasah li Hizb al-Tahrir, Nida‟ Haar, al-Khilafah, al-Tafiki, al-
Dusiyyah, Surat al-Badihah, Nuqthath al-Inthilaq, Dukhul al-Mujtama‟, Iqadzu fi 
Listhin, Risalah al-Arab, Tasaluh Mishr, al-Ittifaqiyyah al-Tsanai‟yyah al-
Mishriyyah al-Suriyyah wa al-Yamaniyyah, Hallu, Qadiyah fi Listhin „Ala al-
Thariqah al-Amrikiyyah wa al-Inkliliziyyah, dan Nazhariyah al-Firagh al-Siyasi 
Haula Masyru‟ al-Zanhawar.102 
 
Pemikiran Taqiyyudin Al-Nabhani Tentang Uang Kertas 
Menurut beberapa ulama definisi uang (nuqūd) mempunyai beberapa 
makna.
103
 Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun mendefinisikan uang adalah apa yang 
                                                 
100
 Hizbu Tahrir adalah organisasi yang mengusung konsep Daulah Khilafah yang 
didalamnya akan diterapkan sistem Islam.  Penerapan sistem dengan latar belakang Islam sebagai 
suatu identitas atau ciri khas yang dapat dilihat secara visual merupakan tanda pengenalan diri 
sebagaimana bentuk bangunan. Artinya bagi HT identitas Islam sangatlah penting untuk 
menunjukkan sebuah eksistensitas gerakan yang memang berbeda dengan gerakan yang lain. 
Selain itu identitas menunjukkan pemaknaan dari ideologi yang dimiliki. 
101
 Ihsan Samarah, Mafhum Al „Dalah Al-Ijtima‟iyyah, Fī Al Fikri Al-Islami Mu‟asir, alih 
bahasa:  Muhammad Shiddiq al-Jawi, (Bogor: Al-Azhhar Press, 2002), hlm. 9.  
102
 Hizb al-Tahrir, Mengenal Hizb al-Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis, (Bogor: 
Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm. 29. 
103
 Diantara makna uang antara lain; Al-Naqdu: yang baik dari dirham. Dikatakan 
dirhamun naqdun, yakni baik. Ini adalah sifat. Al-Naqdu: meraih dirham. Dikatakan naqada al-
darahima yanquduha naqdan, yakni meraihnya (menggenggam, menerima). Al-Naqdu: 
membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. Sibawaihi, kata Ahmad Hasan, bersyair: 
”Tanfi yadaha al-hasha fī kulli hajiratin nafya al-darahima tanqadu al-shayarifu”. Artinya, 
tangannya (unta) mengais-ngais di setiap padang pasir memilah-milah dirham oleh tukang uang 
(pertukaran, pemeriksaan, pembuat uang). Al-Naqdu: tunai, lawan tunda, yakni memberikan 
bayaran segera. Dengan meminjam salah satu dalam hadis Jabir, Ahmad Hasan mengemukakan, 
naqadāni al-tsaman, yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian, digunakan atas yang 
dibayarkan, termasuk penggunaan maşdar (akar kata) terhadap isim maf‟ul (menunjukkan 
objek).Ahmad Hasan, Al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy (Qimatuha wa Akhamuha), 
51 
 
digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran 
dan media simpan. Dan uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tapi emas 
dan perak menjadi standar nilai uang. Pemerintah harus memberikan jaminan 
terhadap uang yang tidak mengandung emas dan perak, serta harus menetapkan 
nilainya.
104
 Menurut Yusuf al-Qardhawi uang adalah sepotong kertas tertentu 
yang dihias dengan berbagai lukisan dan memiliki harga yang sah yang biasanya 
dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. 
Uang kertas tersebut diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi izin oleh 
pemerintah untuk menerbitkannya guna dipergunakan manusia sebagai alat 
tukar.
105
 
Adapun Taqiyyudin Al-Nabhani berpandapat bahwa uang adalah standar 
kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu uang 
didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan 
tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah 
standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat 
terhadap nilai barang dan tenaga orang. Sementara promis, saham, dan sejenisnya 
tidak bisa disebut sebagai uang.
106
 
Dari sekian definisi dan dasar hukum diatas, tampaknya dapat dibedakan 
tiga difinisi uang. Pertama, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai 
standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda. 
Kedua, definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang 
diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. Ketiga, definisi uang dari segi 
peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum 
dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban. 
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Sistem mata uang adalah kumpulan peraturan yang menjadi asas adanya 
mata uang dan pengaturannya di suatu negara. Poros utama untuk setiap sistem 
mata uang adalah penentuan kesatuan mata uang dasar yang dijadikan sebagai 
tolok ukur bagi jenis-jenis mata uang lainnya.
107
Taqiyyudin Al-Nabhani 
mengklasifikasikan sistem mata uang menjadi dua macam, yaitu :  
1. Sistem mata uang logam 
Sistem mata uang logam adalah sistem yang tersusun dari satuan mata 
uang dasar yang terbuat dari logam. Satuan mata uang dasar ini bisa tersusun dari 
logam tunggal, bisa juga tersusun dari dua logam. Pertama, sistem mata uang 
logam tunggal yaitu sistem mata uang logam yang bersandar pada logam tunggal, 
bisa emas atau perak. Sistem ini tampak dalam tiga bentuk yaitu sistem koin (mata 
uang) emas atau perak, sistem pecahan (cor/lantakan dari logam) emas atau perak 
dan sistem pertukaran dengan emas atau perak. Kedua, sistem dua logam, yaitu 
sistem mata uang dasarnya tersusun dari dua logam; emas dan perak.
108
 
2. Sistem mata uang kertas 
Sistem uang kertas adalah sistem yang menggunakan uang kertas sebagai 
alat tukarnya. Uang kertas merupakan gambaran dari kepercayaan terhadap 
undang-undang dan dikeluarkan bagi orang untuk bisa dibawa-bawa. Selain itu 
mencerminkan hutang yang dijamin oleh negara atau kekuasaan yang menerbitkan 
mata uang itu jika uang kertas ini merupakan uang kertas pengganti (substitusi) 
dari emas dan perak atau jika uang kertas ini termasuk uang kertas semi pengganti 
yang dijamin dengan emas dan perak.
109
 Uang kertas ini ada tiga macam: 
a. Uang kertas substitusi (nuqūd waraqiyyah nāibah), yaitu uang kertas yang 
mencerminkan kadar jumlah emas dan perak dalam bentuk uang atau 
batangan, yang disimpan ditempat tertentu, yang memiliki nilai logam sama 
dengan nilai nominal yang dimiliki oleh uang kertas tersebut, dan dapat 
ditukar sesuai permintaan. Apa saja yang menjadi pengganti, karena bisa 
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saling ditukarkan, maka uang kertas tersebut bisa menggantikan 
kedudukannya sebagai subsitusinya. 
b. Uang kertas yang dijamin (nuqūd waraqiyyah watsīqah), yaitu uang kertas 
yang disepakati oleh penandatangannya untuk membayar mata uang logam 
tertentu kepada pembawanya. Nilai tukarnya tergantung kepada terjaganya 
kredibilitas dan kemampuan penandatangan untuk memenuhi janjinya. 
Bentuk uang kertas ini yang paling utama adalah uang kertas bank. Hanya 
saja uang kertas ini tidak dijamin dengan nilai emas yang nilainya sama 
persis, sebagaimana dalam uang subsitusi. 
c. Uang kertas yang tidak dapat ditukar dengan logam murni (nuqūd 
waraqiyyah gaira qābilatun lişşharfi), atau disebut dengan uang kertas. 
Dimana uang tersebut merupakan kertas uang yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dan dijadikan sebagai mata uang utama. Uang kertas tersebut 
tidak dapat ditukar dengan emas dan perak, dan tidak dijamin dengan 
cadangan emas dan perak. Namun pemerintah mengeluarkan undamg-undang 
yang melindungi bank yang mengeluarkannya, sehingga dapat memaksa 
terjadinya pertukaran dengan emas dan perak.
110
 
 
Istinbāţ hukum Taqiyyudin Al-Nabhani Tentang Zakat Uang Kertas 
Dalam kitab An-Niẓam al-Iqtişadi fī al-Islam, Al-Nabhani menuturkan 
bahwa Islam memang tidak menetapkan barang tertentu sebagai asas pertukaran 
(al-mubādalah) untuk barang dan jasa, baik itu dalam menetapkan hukum-hukum 
jual-beli dan sewa-menyewa. Selama terdapat unsur saling ridha, maka Islam 
membolehkan manusia untuk melakukan pertukaran.
111
 Dalam masalah mata uang 
bagi negara, Islam telah menetapkan standar tertentu sebagai asas pertukaran, 
yaitu emas dan perak. Dalil syara‟ untuk ketentuan hukum ini dipahami dari 
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pengaitan emas dan perak dengan hukum-hukum syara‟ yang tetap dan tidak 
berubah-ubah.
 112
 Hukum-hukum syara‟ terebut adalah: 113 
1. Islam mengharamkan menimbun emas dan perak, Allah SWT berfirman:   
 
 ٍمِيَلأ ٍباَذَِعب ْمُىْر ِّشَب َف ِوَّللا ِليِبَس في اَه َنوُقِفْن ُي َلاَو َة َّضِفْلاَو َبَى َّذلا َنوُزِنْكَي َنيِذَّلاَو114 
Artinya: “... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada 
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”115 
Larangan pada ayat di atas tertuju pada penimbunan emas dan perak, sebagai 
emas dan perak, dan sebagai mata uang serta alat tukar. Pada saat ayat 
tersebut turun, zat emas dan perak ketika itu menjadi alat tukar (medium of 
exchange), satuan hitung tenaga yang terdapat dalam suatu pekerjaan dan 
standar manfa‟at yang terdapat pada harta. Baik dalam bentuk cetakan seperti 
dīnār dan dirham, ataupun tidak dalam bentuk cetakan atau batangan.116  
2. Islam mewajibkan pembayaran diyat dengan emas dan perak, serta 
menentukan ukuran tertentu untuk masing-masingnya. Islam juga 
menentukan ukuran tertentu dalam bentuk emas, dalam kasus pencurian. 
Diyat berupa emas besarnya 1000 dīnār, sedangkan diyat berupa perak 
besarnya 12.000 dirham. Diriwayatkan dari Ibnu Abas r.a bahwa pernah 
seorang laki-laki dari kabilah Bani Ady terbunuh. Lalu Nabi SAW 
menetapkan bahwa diyatnya adalah sebesar 12.000 dirham (H.R. An-
Naşa‟i).117 Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam surat beliau yang 
beliau kirimkan kepada penduduk Yaman: “Bahwa di dalam (pembunuhan) 
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jiwa itu terdapat diyat berupa 100 unta… dan terhadap pemilik emas, (ada 
kewajiban) sebanyak 1000 dīnār.” (H.R. An-Naşa‟i, dari Amru bin Hazm).118  
3. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak dengan corak sebagai 
uang, dan beliau hanya menjadikan emas dan perak saja sebagai standar uang. 
Beliau telah membuat standar uang ini dalam bentuk uqiyah, dirham, daniq, 
mitsqal, qirath dan dīnār. Sebagaimana Hadis yang diriwayatan Abu Dawud 
dari Ibnu Umar, bahwa beliau bersabda: 
 ْب ُناَمْثُع اَن َث َّدَح ِنْبا ِنَع ٍسُوَاط ْنَع َةََلظْنَح ْنَع ُناَيْفُس اَن َث َّدَح ٍْينَُكد ُنْبا اَن َث َّدَح َةَبْيَش ِبَِأ ُن
 ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق َلَاق َرَمُع-ملسو ويلع للها ىلص  َة َّكَم ِلْىَأ ُنْزَو ُنْزَوْلا 119 
Artinya: “Diriwayatkan dari Usman bin Abi Syaibah dari Ibni Dukain dari 
dari Sufyan dari Hadanah dari Thawus dari Ibnu Umar bahwa 
Rasulullah bersabda”tibangan tersebut adalah timbangan pendudu 
makkah”. (H.R. Imam Abu Daud) 
4. ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan 
zakat tersebut untuk emas dan perak, dan menentukan nişābnya dengan emas 
dan perak juga. 
5. hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (şarf atau money changer) yang  
terjadi dalam transaksi uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak semua 
transaksi dalam bentuk finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya 
dinyatakan dengan emas dan perak. Diriwayatkan dari Abi Bakrah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda:
 
 
 َع ِءا َّذَْلحا ٍدِلاَخ ْنَع ُناَيْفُس َانَر َبْخَأ ِكَراَبُمْلا ُنْب ِوَّللا ُدْبَع اَن َث َّدَح ٍرْصَن ُنْب ُدْيَوُس اَن َث َّدَح ََةَبلاِق ِبَِأ ْن
 ْشَلأا ِبَِأ ْنَعلَاق ملسو ويلع للها ىلص ِّبَِّنلا ِنَع ِتِما َّصلا ِنْب َةَداَبُع ْنَع ِثَع ... َبَى َّذلا اوُعِيب
اوُعِيبَو ٍدَِيب اًَدي ْمُتْئِش َفْيَك ِةَّضِفْلِاب 120 
Artinya: “Diriwayatkan dari Suwayd bin Naşri dari Abdullah bin Mubarak 
dari Sufyan dari Khalid al-Khidzak dari Abi Qalabah dari Abi Ats‟as 
dari „Ubadah bin Shomit bahwa Rasulullah SAW bersabda ...dan jual 
belilah emas dan perak sekehendak kalian.” (H.R. Tirmidzi). 
Beliau juga bersabda: 
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 َّلاِإ ًاِبر ِبَى َّذلِاب ُبَى َّذلا ملسو ويلع للها ىلص ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق  َءاَىَو َءاَى121 
Artinya: “Rasulullah bersabda: emas dengan mata uang bisa terjadi riba, kecuali 
sama-sama sepakat. (H.R. Imam Bukhari) 
Berdasarkan uraian di atas, secara garis besar Al-Nabhani menyatakan 
bahwa uang harus berupa emas dan perak atau standar moneter (monetary 
standard)-nya berupa emas dan perak. Namun karena perkembangan zaman, 
peranan emas dan perak sangat terbatas, maka diperbolehkan untuk melakukan 
pertukaran dengan selain emas dan perak (uang kertas), karena menurutnya 
masalah uang terkait dengan masalah penggunaan uang, bukan dengan masalah 
pertukaran. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa istinbāţ hukum yang dipakai 
Al-Nabhani dalam menentukan zakat uang kertas disandarkan pada dalil 
kewajiban emas dan perak, yaitu dari kandungan al-Quran Surat at-Taubah ayat 
34-35 dan Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim, Hadis dari Amru bin Hazm yang diriwayatkan oleh An-Nasa‟i, 
hadis dari Aisyah yang diriwayatkkan oleh Imam Bukhari dan beberapa Hadis 
yang berhubungan dengan peranan emas dan perak. Jadi karena termasuk dalam 
keumuman sebuah harta benda yang terkena kewajiban zakat maka dalam uang 
kertas terdapat kewajiban zakat.    
 
Analisa Metode Istinbāţ Hukum Taqiyyudin Al-Nabhani  
Istinbāţ122 adalah mengeluarkan makna-makna dari naş-naş (yang 
terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. 
Naş itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (lafẓiyyah) dan yang tidak 
berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (maknawiyyah). Yang berbentuk bahasa 
(lafaẓ) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti 
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istiḥsan, maşlaḥah, syażżariyyah dan sebagainya.123Cara penggalian hukum 
(ţurūq al-istinbāţ) dari naş ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan ma'nā 
(ţurūq ma'nawiyyah) dan pendekatan lafaẓ (ţurūq lafziyyah). Pendekatan ma'nā 
(ţurūq ma'nawiyyah) adalah (istidlāl) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada 
naş langsung seperti menggunakan qiyās, istiḥsan, maşāliḥ mursalah, żara'i dan 
lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafẓiyyah penerapannya membutuhkan 
beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap 
ma'nā (pengertian) dari lafaẓ naş serta konotasinya dari segi umum dan khusus, 
mengetahui dalālah-nya apakah menggunakan manţuq lafẓī ataukah termasuk 
dalālah yang menggunakan pendekatan mafhum yang diambil dari konteks 
kalimat, mengerti batasan-batasan (qayyid) yang membatasi ibarat-ibarat naş 
kemudian pengertian yang dapat dipahami dari lafaẓ naş apakah berdasarkan 
„ibarah naş ataukah isyarah naş. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama 
uşūl telah membuat metodologi khusus dalam bab mabāhits lafẓiyyah 
(pembahasan lafaẓ naş).124 
Dalam penggalian hukum yang terkait dengan zakat uang kertas, Al-
Nabhani menggunakan pendekatan lafẓī (ţurūq lafẓiyyah). Terkait dengan naş-naş 
zakat emas dan perak yang menetapkan zakat emas dan perak berbentuk isim jinis, 
maksudnya tertuju pada zat emas dan perak. Dan lafaẓ ini juga berupa isim jamid, 
yang tidak bisa dicari-cari „illahnya, dan tidak dapat dianalogikan. Jadi, tidak ada 
zakat atas barang tambang lainnya, seperti besi, kuningan, dan lain-lain. 
Sebagaimana tercantum dalam Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah saw bersabda: 
 ِحاَص ْنِم اَم ْنِم َحِئاَفَص ُوَل ْتَح ِّفُص ِةَماَيِقْلا ُمْو َي َناَك اَذِإ َّلاِإ اَه َّقَح اَه ْ نِم ىِّدَؤ ُي َلا ٍة َّضِف َلاَو ٍبَىَذ ِب
 ُُهرْهَظَو ُوُنيِبَجَو ُوُبْنَج َاِبِ ىَوْكُي َف َمَّنَهَج ِرَان ِفى اَه ْ يَلَع َى ِْحَُْأف ٍرَان 
125
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Artinya: “Tidak ada seorang yang memiliki emas dan perak yang dia tidak 
mengeluarkan zakatnya kecuali harta tersebut akan dipanaskan dalam 
neraka Jahannam kemudian disetrikakan dilambungnya, keningnya dan 
punggungnya”. (H.R. Muslim). 
Menurut Imam Nawawi Hadis di atas diperoleh Imam muslim dari Suwaid 
bin Sa‟id Hafs atau Ibnu Maisyaroh as-San‟ani dari Zaid bin Aslam dari Abu 
Shalih al-Dakwani dari Abu Hurairah. Secara jelas Hadis tersebut menjelaskan 
kewajiban zakat żahab (emas) dan fiḍḍah (perak). Walaupun makna lafaẓ żahab 
dan fiḍḍah dalam Hadis tersebut merupakan bentuk isim jāmid dan isim jinis yang 
tidak bisa dicari-cari „illah-nya. Namun Al-Nabhani berpendapat bahwa Hadis di 
atas menggambarkan seakan-akan emas dan perak tersebut seperti mata uang yang 
beredar di tengah-tengah masyarakat sebagai alat pembayaran terhadap barang 
maupun jasa, sebagaimana masa Rasulallah SAW. Dari dalil-dalil inilah bisa di-
istinbāţ „illah-nya, yaitu mata uang. Kemudian bisa dianalogikan kebolehan mata 
uang kertas yang ditetapkan nilainya berdasarkan undang-undang. Atas dasar ini 
bisa diterapkan hukum-hukum zakat terhadap mata uang kertas, baik yang 
nilainya disetarakan dengan nilai atau harga emas atau perak yang ada di pasar 
(nuqūd waraqiyyah nāibah) atau tidak (nuqūd waraqiyyah gaira qābilatun 
lişşharfi).  
Selain itu pada Hadis-hadis di atas yang menunjukkan tentang mata uang 
dan barang berharga, seperti kata riqqah, warīq, dīnār dan dirham. Kata-kata 
tersebut menunjukkan barang (nilai) yang dicetak atau dibentuk. Yaitu menjadi 
mata uang dan barang berharga. Yang dijadikan hujjah dari lafaẓ-lafaẓ tersebut 
bukan lafaẓ peraknya atau emasnya, tetapi menunjukkan pada mata uang dan 
barang berharga (seperti) yang dimaksudkan di dalam Hadis-hadis tersebut. Dan 
inipun pada masa Rasulullah terkait dengan hukum-hukum zakat, diyat, kafarat, 
potong tangan di dalam kasus pencurian, dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena 
itu, uang kertas biasa ini dapat dianggap sama dengan mata uang atau barang, 
maka hal ini tercakup di dalam Hadis-hadis yang mewajibkan zakat atas mata 
uang emas dan perak. Artinya, uang kertas biasa juga wajib dikeluarkan zakatnya, 
sebagaimana yang diwajibkan atas emas dan perak. Dan nilainya diukur dengan 
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emas dan perak. Jadi, dalil diwajibkannya zakat uang kertas adalah turunan dari 
Hadis tentang zakat emas dan perak.  
Katika dianalisa dalil yang digunakan Al-Nabhani dalam zakat uang kertas 
tidak dapat diterima karena hadis yang dijadikan sandaran tidak dapat dicari 
„illah-nya. Namun demikian ketika ditinjau dari qiyās, dengan melihat „illah 
(sebab hukum) yang sama, dalam meng-qiyās-kan zakat uang tetap dengan 
berpedoman pada tata aturan zakat yang sudah ada. Tepatnya qiyās bisa dijadikan 
hujjah hukum manakala jika telah memenuhi empat unsur, yaitu; al-aşlu, al-furū‟, 
hukum aşl, dan al-‟illah.126 Kemudian dari ayat al-Qur‟an dan Hadis tentang emas 
dan perak, Al-Nabhani menyimpulkan bahwa Allah SWT melarang penimbunan 
emas dan perak serta memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari keduanya. 
Lalu, emas dan perak itulah yang disebut aşl, sedangkan larangan untuk 
menyimpan dan tidak menafkahkannya merupakan hukum yang melekat pada aşl. 
Sedangkan furū‟-nya adalah mata uang yang digunakan oleh umat Islam, baik 
yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW maupun yang berlaku di 
zaman sekarang. Uang tersebut hukumnya disamakan dengan emas dan perak 
karena ada „illah bahwa pada waktu turunnya ayat tersebut emas dan perak 
berlaku sebagai mata uang, di samping kedudukannya sebagai barang tambang 
yang memiliki nilai esensial. „Illah tersebut dapat dibenarkan karena sejarah 
membuktikan bahwa emas dan perak merupakan mata uang yang dipakai untuk 
bertransaksi sepanjang kehidupan Rasulullah dan para khalifah setelahnya. 
Apabila memahami uraian di atas metode istinbāţ Al-Nabhani dalam zakat 
uang kertas menggunakan qiyās. Ketika dilihat dari segi kekuatan, qiyās yang  
digunakan adalah qiyās adwan, yaitu qiyas yang barlakunya hukum furu‟ lebih 
lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal, meskipun qiyās 
tersebut memenui persyaratan. Namun ketika melihat dari kejelasan „illah 
termasuk dalam qiyās khafī yaitu qiyās yang kedudukan „illah-nya tidak 
disebutkan dalam naş. Maksudnya, di-istinbāţ-kan diri hukum asal yang 
memungkinkan kedudukan illah-nya bersifat ẓanni. Kedudukan qiyās adwan 
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termasuk dalam qiyās khafī karena kedudukannya yang lebih rendah disebabkan 
oleh lemahnya „illah pada Furū‟.127 
Ketika melihat dari segi keserasian „illah dengan hukum yang digunakan 
adalah qiyās mulāim, yaitu qiyās yang „illah hukum asal dalam hubungannya 
dengan hukum haram adalah alam bentuk munāsib mulāim.128 Yaitu kesesuaian 
atau munāsib yang berlakunya „ain „illah untuk „ain hukum secara langsung 
bukan ditetapkan oleh naş atau ijma‟ secara tidak langsung memandang hukum 
„illah dengan hukum tersebut dengan cara memandang „ain sifat untuk jenis 
hukum atau jenis sifat untuk „ain hukum, bahkan jenis sifat untuk jenis hukum.129 
Oleh karena itu, siapa saja yang memiliki uang kertas biasa yang nilainya 
sama dengan 20 dīnār emas (85 gram emas yang menjadi nişābnya), atau ia 
mempunyai uang bernilai 200 dirham perak (595 gram perak yang menjadi 
nişābnya), dan hal itu sudah berlangsung satu haul, maka wajib atasnya zakat, dan 
dikeluarkan zakatnya 1/40. Zakat atas emas dikeluarkan dengan emas, atau 
dengan uang kertas substitusi, atau dengan uang kertas semi substitusi.  
 
Validitas Istinbāt 
Setelah menelaah pendapat Al-Nabhani tentang zakat uang kertas, terutama 
yang berkenaan dengan aspek uşuliyyah, akan nampak bahwa sesungguhnya Al-
Nabhani tidak mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidīn terdahulu. Hal 
tersebut terlihat ketika menentukan hukum zakat uang kertas Al-Nabhani hanya 
menimbang dari piranti maqāşid asy-syarī„ah serta kaidah umumnya lalu 
disesuaikan dengan keadaan masa kini dan perkembangan masayarakat muslim di 
dalamnya. Metode yang digunakan seakan mencerminkan kombinasi metode 
ẓahir dan batin dalam satu bentuk tanpa merusak makna ẓahir lafaẓ, kandungan 
makna dan „illah-nya. Apalagi ketika melihat dan memahami narasi „illah yang 
dikemukakan Al-Nabhani, penyusun kira, ada keraguan untuk menetapkan hukum 
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 Forum Karya Ilmiah, Kilas Balik Teoritis fiqh islam, (Jawa Timur: Purna Siswa 
Aliyyah 2004 Madrasah Hidayah Mubtadi‟in, 2008 ), hlm.171. 
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 Amir Syarifudin, Ushul fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 
237-240.  
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  Amir Syarifudin, Ushul fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 
223. 
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kewajiban zakat atas uang yang ada sekarang, sebagaimana halnya tatkala 
diwajibkannya zakat atas emas dan perak. Karena naş atau ijma‟ belum 
menetapkannya sebagai „illah hukum, walaupun sifat tersebut tampaknya telah 
memiliki kesesuaian dengan sifat yang ada pada aşl-nya. 
Tetapi terlepas dari semua itu, menurut analisis penyusun, pendapat Al-
Nabhani setidaknya terdapat dua kelemahan: Pertama, Al-Nabhani cenderung 
memilih hukum-hukum yang paling mudah, ketika terdapat beberapa pendapat 
ulama dengan alasan memberi kemudahan bagi umat. Hal ini memberikan kesan 
bahwa dia menggampangkan permasalahan. Misalnya, dalam menimbang „illah 
hukum diwajibkannya zakat uang kertas adalah mata uang, dengan asumsi pada 
masa Rasulullah emas dan perak berlaku sebagai mata uang. Padahal al-Syatibi 
memberikan satu syarat, bahwa adanya „illah harus diketahui secara jelas. Ia 
bukan hasil inferensi, karena inferensi akan mengantarkan pada prasangka semata, 
bukan keyakinan (tufidu ad-dzan). Dalam Hadis riwayat „Aisyah tentang zakat 
emas dan perak tersebut dijelaskan bahwa żahab dan fiḍḍah merupakan bentuk 
isim jāmid dan isim sifat, akan tetapi karena mata uang merupakan alat pertukaran 
pada masa Rasululllah maka dijadikan „illah diwajibkannya zakat uang kertas. 
Kedua, pilihan Al-Nabhani dalam zakat uang kertas, kadang tidak diikuti dengan 
dalil-dalil yang paling kuat. Hal ini yang menyisakan ruang untuk menganggap 
bahwa pengambilan dalilnya kurang mendasar.  
Ketika ditinjau dengan piranti maqāşid asy-syarī„ah dalam menghukumi 
zakat uang kertas Taqiyyudin Al-Nabhani lebih mempertimbangkan makna ẓahir. 
Maksudnya bahwa maqāşid asy-syarī„ah dianggap sebagai sesuatu yang abstrak 
dan tidak dapat diketahui kecuali dengan petunjuk Tuhan dalam bentuk ẓahir 
lafaẓ yang jelas. Maksud makna ẓahir dalam hal ini adalah makna yang dipahami 
dari apa yang tersurat dalam lafaẓ naş yang menjadi landasan utama dalam 
mengetahui maqāşid asy-syarī„ah. Metode pendekatan beliau ini lebih condong 
pada kebanyakan metode yang dianut oleh madzhab ẓahiriyyah yang berprinsip 
bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan pada maknanya yang hakiki 
yaitu makna ẓahir naş, dan penyimpangan makna ẓahir terhadap makna majaz 
merupakan bentuk penyimpangan. Misalnya dalam penghukuman wajib zakat 
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uang kertas Taqiyyudin Al-Nabhani lebih condong penggunaan makna ẓahir 
lafaẓ, yaitu beberapa hadis yang menyatakan bahwa uang harus berupa emas dan 
perak. Hal ini mengasumsikan konsep maqāşid asy-syarī„ah dalam zakat uang 
kertas yang dia kembangkan terkesan tersampingkan. Sehingga mengakibatkan 
fiqh yang dia kembangkan terkesan bersifat tidak berdasar, terlalu mudah dalam 
menerima hal-hal baru yang bermanfaat dan lebih maşlahah. 
 
Relevansi Pendapat Taqiyyudin Al-Nabhani terhadap Kegiatan Ekonomi 
Sekarang 
Pendapat Taqiyyudin Al-Nabhani tentang pentingnya zakat dalam kegiatan 
ekonomi merupakan cara pandang bagaimana harta yang dimiliki dapat 
mempersempit jurang perbedaan pendapat dalam masyarakat. Sehingga tidak 
terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos serta mengganggu 
keharmonisan masyarakat. Kemudian bagaimanakah dengan konteks uang 
kertas?, mengingat kenyataan masyarakat pada zaman sekarang sebagian besar 
berupa uang kertas, baik yang disimpan di bank maupun tidak.   
Ketika meninjau uang dari segi fungsinya membuktikan bahwa uang 
memainkan peranan penting dalam perekonomian. Dengan adanya uang, pelaku 
ekonomi dalam melakukan aktifitas ekonomi semakin mudah dan efisien karena 
mereka dapat melakukan transaksi kapan, dimana dan dengan siapa saja. Hal ini 
tentu akan menyebabkan berkembangnya sektor riil secara pesat, sehingga secara 
otomatis arus perputaran uangpun semakin cepat. Disisi lain, dalam kondisi tidak 
dikeluarkannya zakat bisa menyebabkan perbedaan yang tajam antara si miskin 
dan si kaya, hal ini bisa berakibat tidak maksimalnya kegiatan ekonomi. Oleh 
karena itu, bisa diketahui, bahwa manusia berkewajiban menjaga hartanya (hifẓ 
al-māl) dengan mengeluarkan zakat agar senantiasa mampu berperan layaknya 
manusia. Dan hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya suatu hukum 
(maqāşid asy-syarī„ah). Yang mana ibadah zakat tersebut disyariatkan tidak lain 
adalah untuk menghapus kemiskinan dan untuk menghindari penumpukan 
kekayaan pada segelintir orang. Apabila uang tidak dikenakan zakat, dan 
membiarkannya harta itu menumpuk dan berkembang biak, sedangkan sebagian 
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rakyat miskin begitu mengharapkannya, maka jelas sekali hal ini sungguh 
berlawanan dengan maqāşid al-syarī„ah.  
Menurut analisis penyusun, pendapat Al-Nabhani tentang pewajiban zakat 
bagi pemilik uang yang sudah sampai nişāb tersebut ketika diterapkan dalam 
konteks Indonesia dari segi tujuan sudah tepat sasaran. Akan tetapi dari hasil 
istinbāt hukumnya kurang relevan. Hal tersebut karena uang yang berlaku di 
Indonesia adalah jenis uang yang tidak dapat ditukar dengan logam murni (nuqūd 
waraqiyyah gaira qābilatun lişşharfi), atau disebut dengan uang kertas. Dimana 
uang tersebut merupakan kertas uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
sebagai mata uang utama. Namun uang kertas tersebut tidak dijamin dengan 
cadangan emas dan perak. Hanya saja pemerintah mengeluarkan undang-undang 
yang melindungi bank yang mengeluarkannya, sehingga dapat memaksa 
terjadinya pertukaran dengan emas dan perak. Adapun ketika seseorang 
menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan lainnya, maka tidak termasuk 
dalam kategori kanz karena uang tersebut oleh bank diberdayakan atau 
dikembangkan sehingga produktif. Ketika mencapai nişāb, penghitungan 
zakatnya tidak dengan nişāb zakat emas dan perak, tetapi dengan nişāb zakat 
perdagangan.  
 
Penutup 
Setelah melakukan analisis terhadap metode istinbāţ hukum Taqiyyudin 
Al-Nabhani tentang zakat uang kertas dapat disimpulkan bahwa istinbāţ hukum 
Taqiyyudin Al-Nabhani dalam zakat nuqūd waraqiyyah menggunakan pendekatan 
lafẓiyyah dengan lebih mempertimbangkan makna ẓahir. Adapun metode istinbāţ 
yang digunakan dalam zakat uang kertas Al-Nabhani menggunakan qiyās adwan. 
Ketika melihat dari kejelasan „illah termasuk dalam qiyās khafī. Sedangkan ketika 
melihat dari segi keserasian „illah dengan hukum yang digunakan adalah qiyās 
mulāim. Alasan logis yang dipakai Al-Nabhani adalah karena uang telah 
menggantikan fungsi emas dan perak sebagai alat tukar dalam suatu transaksi dan 
untuk mengukur jasa.  
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Dalam penggalian hukum yang terkait dengan zakat uang kertas, Al-
Nabhani cenderung memilih hukum yang paling mudah dan tidak diikuti dengan 
dalil yang kuat. Selain itu, konsep maqāşid al-syarī„ah dalam zakat uang kertas 
yang dia kembangkan terkesan tersampingkan. Hal ini memberikan kesan bahwa 
istinbāţ yang digunakan kurang valid. Adapun tujuan Al-Nabhani adanya 
pewajiban zakat uang kertas yaitu agar peredaran uang semakin berkembang dan 
meningkatnya kegiatan perekonomian pada sektor riil relevan dengan konteks di 
Indonesia. Akan tetapi ketika melihat peredaran uang di bank atau lembaga 
keuangan lainnya akan kurang relefan dengan pendapatnya karena uang di bank 
diberdayakan atau dikembangkan bersifat produktif, sehingga tidak termasuk 
dalam kategori kanz. Dan ketika telah mencapai nişāb, penghitungan zakatnya 
tidak dengan nişāb zakat emas dan perak, tetapi dengan nişāb zakat perdagangan.  
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